BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 100.3.3.2 -429 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM
KLASIFIKASTI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan

pelindungan terhadap keamanan dan akses arsip dinamis,
perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip
dinamis pada Pemerintahan Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi
keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta
arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI,

. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan

rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5286);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang

Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah,;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17
tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
memiliki tugas:

a.

b.

C.

mengumpulkan literatur dan dokumen pendukung yang
berkaitan dengan rancangan Peraturan Bupati;

melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan
Peraturan Bupati;

melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi dengan
instansi terkait dalam rangka penyusunan dan pembahasan
rancangan Peraturan Bupati;

melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati
kepada Sekretaris Daerah; dan

A




KETIGA

KEEMPAT

fa

e. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 03 September 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 -4225 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

SUSUNAN TIM
NO. NAMA/JABATAN Kgf&iu,ﬁ‘;‘f
1. | Bupati Pengarah
2. | Sekretaris Daerah Penanggungjawab
3. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Ketua
4. | Kepala Bagian Hukum Sekretaris
5. | Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Anggota
6. | Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan Anggota
7. | Megalinda, S.S./Arsiparis Muda Anggota
8. gi;:nhg Il;l:asrr:;;asr;Pd. /Penelaah Teknis Kebijakan pada Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,




